[ SALINAN ]

BUPATI BELITUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab I huruf G Angka
15 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu mengatur Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung
tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Nomor S5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung

Nomor 55);
9. Peraturan...
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Menetapkan :

9. Peraturan Bupati Belitung Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020
Nomor 640;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Belitung.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Belitung.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Belitung.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat

daerah.

9. Kuasa...
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9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

10.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat
PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu

program sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pedoman pelaksanaan tugas PPTK dalam tertib administrasi

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk tertib
administrasi dan mewujudkan tata kelola Keuangan Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PPTK
Pasal 4

(1) PA/KPA  dalam  melaksanakan  kegiatan/sub  kegiatan
menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

(2) PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

(3) Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksana
teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksana anggaran
atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
dan

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada
kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Tugas...
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(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan,;
b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan; dan
c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan kepada PA/KPA.
(5) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan,;
b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

(1) PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK
di lingkungan SKPD/Unit SKPD.

(2) Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi
jabatan, besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja,
lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

(3) Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan
tugas dan fungsi.

(4) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ASN
yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(5) ASN yang menduduki jabatan struktural sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) merupakan pejabat satu tingkat
di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki
kemampuan manajerial dan berintegritas.

(6) Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan ASN
yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA
dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

(7) Dalam hal tidak terdapat ASN yang menduduki jabatan
struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional
selaku PPTK.

Pasal...
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Pasal 6

Pejabat fungsional yang menduduki jabatan PPTK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) harus memenuhi persyaratan,
meliputi:

a. minimal memenuhi jenjang jabatan fungsional ahli muda;

b. memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas; dan

c. kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta

kedudukan pejabat fungsional pada SKPD/Unit SKPD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BELITUNG,
ttd.

SAHANI SALEH
Diundangkan di Tanjungpandan

pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022 NOMOR 3

Salin ai dengan aslinya
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